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BUPATI BENGKAYANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR %% TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR
30 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
BERBASIS AKRUAL TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

bahwa berdasarkan resume hasil reviu Peraturan
Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Bengkayang berbasis akrual oleh
Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat
dan Buletin Teknis Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual sebagai pedoman
dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan
pengungkapan dalam Laporan Keuangan, maka
periu dilakukan perubahan terhadap Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Bengkayang Berbasis Akrual,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor
30 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang
Berbasis Akrual Tahun 2014;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II
Bengkayang  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3823);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355};

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Organisasi Perangkat Daerah  Kabupaten
Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Organisasi Perangkat Daerah  Kabupaten
Bengkayang;

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
BENGKAYANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG BERBASIS AKRUAL



Pasal |

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang
Berbasis Akrual Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2014 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Bengkayang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Berbasis Akrual Tahun 2014
Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 Nomor 30) diubah
sebagai berikut :
[. Ketentuan Angka I huruf b angka 11 huruf a diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :
I1). Kebijakan Penyusutan Aset Tetap :
a) Penyusutan dihitung perbulan dari nilai perolehan.
b) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus
(Straigt Line Method), dengan perhitungan :

Nilai yang dapat disusutkan
Masa manfaat

Penyusutan per periode =

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal F Oewmber 2016

BUPATI BENGKAYANG,

QX % SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 8 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
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BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016 NOMOR 5%



